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RINGKASAN

KUHP yang berlaku saat ini pada dasarnya tidak mengatur mengenai asas
permaafan hakim. Sehingga dalam beberapa kasus kecil mereka tetap dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana oleh hakim, hakim tidak memiliki alternatif putusan
lain diluar ketiga jenis putusan, padahal apabila pidana dijatuhkan justru akan
menimbulkan ketidakadilan. Oleh karenanya upaya perbaikan terhadap KUHP
terus diupayakan, salah satunya dengan adanya kebijakan formulasi asas permaafan
hakim dalam hukum pidana Indonesia yang baru di sahkan dalam Undang-Undang
No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 54
ayat (2).

Asas permaafan hakim diatur dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu
dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan
dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak
mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan
kemanusiaan.”

Tujuan dari pemaafan hakim tidak hanya untuk menghindari penjatuhan
pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak
dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi
masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku. Namun rumusan pada pasal 54
ayat (2) pada dasarnya masih menyisakan permasalahan, baik dilihat dari aspek
formulasi maupun kemungkinan penerapannya, dimana yang paling krusial
terkhusus dalam hubungannya dengan kepentingan hukum korban yaitu frasa
“ringannya perbuatan”, “keadaan pribadi pelaku”, dan ‘“keadaan pada waktu
dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian” yang belum ditentukan
dengan jelas. Maka menjadi penting bagi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023
sendiri untuk memberikan kejelasan terhadap kriteria-kriteria sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 54 ayat (2), bukan hanya sebagai upaya mewujudkan
kepastian hukum, akan tetapi juga dalam rangka memberi perlindungan kepada
korban tindak pidana.



Pemberlakuan permaafan hakim pada masa yang akan datang setelah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat diberlakukan, maka hakim memiliki
dasar untuk memberikan permaafan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan syarat dan batasan-
batasan tertentu. konsep pemaafan hakim tidak serta merta dapat menghapus
pidana, tetap ada kewajiban yang diberikan namun sanksi tersebut tidak hanya
untuk kepentingan korban namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang
telah rusak akibat adanya tindak pidana. Diharapkan dengan adanya perumusan
yang jelas mengenai tindak pidana apa saja yang bisa diberikan pemaafan oleh
hakim sehingga tidak memberikan celah hukum bagi hakim, dan dapat mewujudkan
kepastian hukum dalam rangka memberi perlindungan kepada korban maupun
pelaku tindak pidana. Dengan lebih rincinya kriteria yang harus terpenuhi sehingga
putusan pemaafan hakim dapat dijatuhkan dalam suatu perkara.
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ABSTRAK

Kata kunci : asas permaafan hakim, tindak pidana ringan, keadilan

Tesis ini bertujuan untuk menganalisa Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam
Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Keadilan diatur dalam Pasal 54 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Tesisi ini menggunakan metode penelitian normative atau yang disebut dengan
penelitian hukum doktrinal. Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau
penelitian hukum doktrinal adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen
karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang
tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dalam konsep normatif, hukum adalah
norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (ius
constituendum) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang secara
eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (ius constitutum) untuk
menjamin kepastiannya.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam Pasal 54 ayat (2) pada dasarnya
masih menyisakan permasalahan, baik dilihat dari aspek formulasi maupun
kemungkinan penerapannya, dimana yang paling krusial terkhusus dalam
hubungannya dengan kepentingan hukum korban yaitu frasa “ringannya
perbuatan”, “keadaan pribadi pelaku” dan “keadaan pada waktu dilakukan tindak
pidana serta yang terjadi kemudian” yang belum ditentukan dengan jelas. Mengenai
putusan serta upaya hukum juga belum dijelaskan. Maka menjadi penting bagi
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 sendiri untuk memberikan kejelasan terhadap
kriteria-kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 ayat (2), bukan hanya
sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, akan tetapi juga dalam rangka
memberi perlindungan kepada korban tindak pidana.
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ABSTRACT

Keywords: The principle of judicial forgiveness, misdemeanor offenses, and
justice

This thesis aims to analyze The Formulation of the Principle of Judicial Leniency
in Minor Criminal Offenses from the Perspective of Justice as regulated in Article
54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

This thesis utilizes normative research method, also known as doctrinal legal
research. Normative legal research or doctrinal legal research refers to library
research or document study, as this research is conducted or focused solely on
written regulations or other legal materials. In the normative concept, law is seen
as norms, whether identified with the justice that should be realized (ius
constituendum) or norms that have already been realized as explicit commands and
have been clearly formulated (ius constitutum) to ensure certainty.

The results of this research found that Article 54 paragraph (2) essentially still
poses issues, both in terms of formulation and potential application, particularly
regarding the legal interests of the victims, such as the phrases “the lightness of the
act,” "the personal circumstances of the perpetrator,” and "the circumstances at
the time of committing the offense and subsequently,” which have not been clearly
defined. Therefore, it becomes important for Law Number 1 of 2023 itself to provide
clarity regarding the criteria as intended in Article 54 paragraph (2), not only as
an effort to establish legal certainty but also to protect the victims of criminal acts.
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